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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Pasca perang dingin, definisi keamanan tidak hanya memgenai keamanan 
dalam bidang militer saja, melainkan berkembang menjadi keamanan non militer, 
salah satunya adalah kejahatan transnasional (Transnational Crime). Kejahatan 
transnasional adalah kejahatan yang mengakitbatkan kerugian dan korban lintas 
negara terjadi akibat adanya suatu jaringan aktor yang tersebar baik di negara asal 
kejadian maupun di negara korban1. Secara umum, kejahatan ini melibatkan 
kelompok-kelompok organisasi kriminal dan oleh karena itulah muncul istilah 
organisasi kejahatan terorganisir/ Transnational Organized Crimes (TOCs). 
Dalam lingkup Hubungan Internasional, konsep yang dipakai adalah 
Transnational Organized Crime (TOC).2 Kejahatan ini dalam perkembangannya 
dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global.3 
PBB mengesahkan UN Convention Against Transnational Organized 
Crime (UNCATOC) atau dikenal dengan Palermo Convention pada plenary 
meeting ke-62, tanggal 12-15 November tahun 20004. Di dalam konvensi tersebut 
                                                          
1 Dessy Rismawanharsih, 2012, Kebijakan Kriminal di Negara-Negara Anggota ASEAN Tentang 
Perdagangan Manusia dan Perdagangan Narkoba Sebagai Bentuk Transnational Organized 
Crimes (TOCs), Skripsi Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia, Depok. Hal.26 
2 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, (2006), Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,  hal 12 
3 Mahmud Syaltout, 2012, Laporan Akhir Kompendium Hukum Tentang Kerjasama Internasional 
di Bidang Penegakan Hukum , Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian 
Hukum dan HAM RI, hal. 8.  
4    United Nations, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the 




juga membahas bahwa perlunya sebuah kerjasama dalam bidang keamanan antar 
negara, karena kejahatan transnasional tidak dapat diatasi oleh satu negara saja, 
oleh karena itu diperlukan  kerjasama regional ataupun kerjasama internasional. 
Asia Tenggara merupakan kawasan yang juga memiliki permasalahan 
kejahatan terorganisir. Hal ini dikarenakan  pengawasan pemerintah terhadap 
kejahatan transnasional di kawasan ini masih lemah, terutama negara-negara Asia 
Tenggara perbatasan, yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah 
sehingga menjadi tempat bagi para sindikat kejahatan terorganisir berkembang. 
Dari berbagai jenis kejahatan transnasional yang berkembang di Asia Tenggara, 
kejahatan perdagangan narkoba dan juga manusia menjadi kejahatan yang 
berkembang pesat di Asia Tenggara.  
Asia Tenggara memiliki kawasan Golden Triangle (kawasan yang 
menghubungkan Laos Myanmar dan Thailand), yaitu kawasan penghasil opium 
terbesar kedua di dunia yang dikuasai oleh kelompok kejahatan terorganisir. 
Selain kejahatan perdagangan narkoba, perdagangan manusia juga menjadi 
perdagangan gelap yang berkembang di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan 
meningkatnya hukuman dan tuntutan terhadap pelaku perdagangan narkoba, 
menjadikan perdagangan manusia menjadi alternatif yang diinginkan oleh 
organisasi kejahatan transnasional5. Faktor pendukung lain seperti tingkat 
perekonomian dan pendidikan yang rendah, lemahnya sistem pengawasan 
pemerintah menjadikan Asia Tenggara sangat rawan akan perdagangan manusia. 
                                                          
5 Shiro Okubo, Louise Shelley (Ed), 2011, Human Security, Transnational Crime and Human      
Trafficking-Asian and Western perspective, USA : Routledge. Hal. 133 
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ASEAN yang merupakan organisasi regional dimana negara-negaranya 
sudah meratifikasi Konvensi Palermo, disebut sebagai salah satu kawasan regional 
yang rawan terhadap ancaman TOC terutama perdagangan narkoba dan manusia6. 
Salah satu prinsip dasar ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi 
Bangkok pada tanggal 8 Agustus adalah “memperkuat fondasi bagi masyarakat 
negara-negara Asia Tenggara yang sejahtera dan damai7.” Kebijakan, rencana , 
strategi dan kegiatan ASEAN berkisar pada prinsip ini. Kejahatan transnasional 
berpotensi mengikis kepercayaan dari prinsip ini sehingga mempengaruhi 
kesejahteraan politik, ekonomi, dan sosial negara-negara ASEAN. Dalam 
menanggulangi kerugian dari kejahatan transansional, negara-negara ASEAN 
sendiri telah melakukan upaya bersama dalam memerangi kejahatan transnasional 
sejak awal 1970an8. Tahun 1990an, ASEAN kemudian bekerja sama dalam 
mengatasi kejahatan transnasional bersama dengan negara lain, salah satunya 
adalah Tiongkok. 
Kerjasama ini dilakukan karena permasalahan kejahatan transnasional ini 
menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara efektif hanya dengan 
kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja, karena permasalahan ini 
memiliki dampak lintas kawasan Asia Tenggara, salah satunya adalah Tiongkok. 
Berdasarkan letak geografis, negara-negara di Asia Tenggara dan juga Tiongkok 
                                                          
6     Roderic Broadhurst and Vy Kim Le, Transnational Organized Crime in East and South East 
Asia, diakses dalam 
https://www.researchgate.net/publication/256029154_Transnational_Organized_Crime_in_E
ast_and_South_East_Asia  (01/02/2017, 20.15 WIB). Hal. 5 
7 ASEAN, ASEAN Plan of Action  to Combat Transnational Crime, diakses dalam 
http://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime 
(28/01/2017, 19.08 WIB) 
8      Ibid. 
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memiliki kedekatan geografis yang strategis serta dapat memberikan peluang 
yang menguntungkan dalam aspek-aspek tertentu. Tiongkok juga merupakan 
salah satu kawasan yang memiliki permasalahan tentang kejahatan transnasional, 
yang hampir sama seperti Asia Tenggara karena kedekatan geografis. Golden 
Triangle yang berdekatan dengan Yunnan (salah satu provinsi di Tiongkok) 
menjadi tempat bagi pusat aktivitas kejahatan terorganisir transnasional terutama 
dalam perdagangan narkoba dan manusia.  Hal ini diakibatkan oleh perbatasan 
internasional Yunnan yang luas, serta Provinsi ini tidak terpatroli dengan baik 
oleh polisi dan militer9.  
Perdagangan manusia di Tiongkok juga terjadi di wilayah-wilayah perbatasan 
Tiongkok. Korban yang paling banyak adalah perempuan,yang sering 
diperdagangkan dan dimasukkan ke dalam industri prostitusi di negara maju. 
Selain itu banyak perempuan yang diperdagangkan untuk dijadikan pengantin di 
Tiongkok. Kebanyakan korban berasal dari berasal dari negara-negara tetangga 
seperti Myanmar, Vietnam, Laos, Mongolia, Russia, dan Korea Utara, bahkan 
yang paling jauh dalah dari Romania and Zimbabwe10. Kejahatan ini membuat 
Tiongkok berada pada peringkat ke dua dalam World Black Market Value dan 
memiliki resiko hingga $261 milyar.11  
                                                          
9 Patrick Scally, 2014, UN reportL Golden Triangle opium trade still expanding , diakses dalam 
https://www.gokunming.com/en/blog/item/3381/un_report_golden_triangle_opium_trade_still
_expanding  
10 Devi Ivon Mustari, 2013, Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women 
Trafficking, Skripsi, Makassar : Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin. Hal. 
4 
11  Havocscope, Country Risk Ranking, diakses dalam http://www.havocscope.com/tag/china/ 
(28/01/2017, 06.08 WIB).  Havocscope adalah website penyedia informasi yang berisi data 
tentang black market dari berbagai negara.  Data yang didapat dari Hovocscope berasal dari 
dokumen open-source yang kredibel seperti koran, laporan pemerintah dan jurnal akademik  
yang kemudian dikumpulkan serta dianalis . Berdasarkan statement yang dikutip dari seorang 
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Setelah normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Tiongkok 
dengan Asia Tengga hingga tahun 1990an, Tiongkok memutuskan untuk menjadi 
Mitra Wicara ASEAN dalam ASEAN Regional Forum pada tahun 1997 atau 
dikenal sebagai ASEAN+1. Dalam pertemuan tersebut, membahas tentang 
komitmen negara-negara ASEAN dan Tiongkok dalam membahas isu keamanan 
non tradisional12. Salah satu komitmen yang dibahas adalah kerjasama dalam 
penanganan isu kejahatan transnasional. Dalam responnnya, dibentuklah ASEAN-
China Cooperative in Response to Dangerous Drugs pada tahun 2000 dalam 
menanggapi isu kejahatan perdagangan narkoba13. Setelah pembentukan 
ACCORD dalam memperluas kerjasama dalam mengatasi kejahatan transnasional 
lain, dibentuklah Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the 
Field of Non-traditional Security Issues 4 November 2002 di Phonm Penh, 
Kamboja14. Dalam deklarasi bersama tersebut, ASEAN dan Tiongkok mengakui 
kompleksitas masalah keamanan non-tradisional, dan dibutuhkan kerjasama 
regional dan internasional dalam mengatasi permasalahan keamanan non 
tradisional ini15. Deklarasi tersebut juga membahas isu perdagangan narkoba serta 
perdagangan manusia yang ingin diatasi oleh ASEAN dan Tiongkok. Pada tahun 
                                                                                                                                                               
analis Ekonomi Usulan CACP (Coalition Against Counterfeiting and Piracy) Anti Pemalsuan 
dan Pembajakan, Havocscope merupakan sumber yang akurat. Lihat : 
http://www.havocscope.com/about/ (28/01/2017, 06.08 WIB) 
12   Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China (FMPRC), 2002,  Joint 
Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-traditional Security 
Issues, diakses dalam 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/3748_666048/t19202.shtml (28/01/2017, 
06.08 WIB) 
13      Ibid. 
14       FMPRC, Loc. Cit 
15  ASEAN, ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crime, diakses dalam 
http://asean.org/?static_post=asean-plan-of-action-to-combat-transnational-crime 
(28/01/2017, 06.08 WIB) 
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2004 di Bangkok, Thailand, dibuatlah pertemuan dalam rangka penandatangan 
“MoU of ASEAN and China Cooperation in the Field of Non Traditional Security 
Issue”16. Mou tersebut membahas mekanisme dan bentuk kerjasama multilateral 
serta bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dan juga Tiongkok, serta 
membahas rencana jangka menengah dan panjang dari MoU ini. Di tahun yang 
sama, dalam menunjukkan keseriusan kerjasama ini dalam isu perdagangan 
manusia, dibentuklah Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human 
Trafficking (COMMIT), yaitu kerjasama 6 negara Mekong yaitu Tiongkok, 
Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand dan Myanmar dalam mengatasi permasalahan 
perdagangan manusia yang  paling sering terjadi di kawasan Mekong, yaitu 
kawasan negara-negara perbatasan Asia Tenggara dan Tiongkok. 
Berdasarkan pembahasan di atas, hal inilah yang melatarbelakangi peneliti 
ingin membahas mengenai “ implementasi kerjasama keamanan ASEAN-
Tiongkok dalam ASEAN and China on  Cooperation in the Field of Non-
traditional Security Issues “ dalam mengatasi TOC perdagangan narkoba dan juga 
manusia. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dengan apa yang telah disampaikan pada latar belakang, maka 
penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana implementasi  kerjasama 
keamanan ASEAN-China Cooperation in the Field of Non Traditional Issue 
dalam mengatasi Transnational Organized Crime perdagangan narkoba (drug 
trafficking) dan perdagangan manusia (human trafficking)? 
                                                          
16     ASEAN, diakses dalam http://www.asean.org/storage/images/archive/documents/ASEAN-
ChinaMOUonNTS.pdf. (28/01/2017, 06.08 WIB) 
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1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penerapan kerjasama 
keamanan  ASEAN-Tiongkok dalam mengatasi Transnational Organized Crime 
(TOC) terutama dalam perdagangan narkoba (drug traficking) dan perdagangan 
manusia (human trafficking)  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
a. Manfaat Akademis 
Manfaat akademis dari skripsi ini diharapkan menjadi rujukan bagi 
upaya pengembangan Ilmu Hubungan Internasional, dan juga berguna 
sebagai referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap 
kerjasama keamanan dalam mengatasi Transnational Organized Crime 
(TOC) selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
Menjadi referensi untuk penelitan selanjutnya dan juga sebagai 
sumbangsih terhadap diri sendiri atas penelitian yang telah dilakukan 
oleh peneliti. 
1.4. Penelitian Terdahulu 
Dalam penelitian yang ditulis oleh Susan Trevaskes dengan judul “The War 
Against Organized Crime and Drug Crime in China,”17 peneliti terdahulu 
                                                          
17 Susan Trevaskes (Seorang Research Fellow tentang Policing and Criminal Justice in China), 





menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni peneliti terdahulu menjelaskan 
tentang berkembangnya kejahatan terorganisir dan kejahatan narkoba serta 
efektifitas kebijakan Tiongkok Daratan dalam menangani fenomena kejahatan 
tersebut. Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisa 
kualitatif. Variabel yang digunakan adalah mafia-style-syndicate dalam 
mendefiniskan kejahatan terorganisir dan Yanda Crime Policy untuk menjelaskan 
kebijakan strategi Tiongkok Daratan dalam menangani kejahatan terorganisir.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Strategi Tiongkok Daratan dalam 
mengontrol pertumbuhan kejahatan terorganisir dan kejahatan narkoba masih 
belum efektif. Yanda Crime Policy adalah sebuah sanksi hukuman bagi kejahatan 
terorganisir di Tiongkok. Namun sanksi ini ternyata tidak mampu mengontrol 
berkembangnya berbagai kejahatan tersebut. Sedangkan dalam perkembangan 
sosial dan permintaan pasar gelap, membuat kejahatan terorganisir semakin 
berkembang, dan hal ini mengancam stabilitas ekonomi, politik dan keamanan 
Tiongkok Daratan. 
Adapun poin penting yang membedakan antara penelitian dari Susan 
Traveskas dengan penulis yang Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-
Tiongkok dalam mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah peneliti 
terdahulu lebih memfokuskan tentang implementasi Tiongkok Daratan dalam 
menangani kejahatan terorganisir di Tiongkok Daratan (Beijing) tersendiri, serta 
efektifitas dari strategi dalam menangani kejahatan terorganisir, sedangkan 
peneliti memfokuskan kerjasama yang dilakukan ASEAN dan Tiongkok yang 
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memiliki kesamaan dalam mengatasi kejahatan terorganisir karena kedua kawasan 
mendapatkan dampak dari kedekatan geografis.  
Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Susan Trevaskes dengan 
penelitian  Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-Tiongkok dalam 
mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah upaya negara dalam 
mengatasi kejahatan dari TOC karena dapat mengancam stabilitas keamanan 
negara.  Impelementasi dalam mengatasi kejahatan dari TOC baik itu dari 
Tiongkok daratan sendiri maupun kerjasama Tiongkok dengan ASEAN memiliki 
aspek-aspek yang sama, seperti mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan 
penting tentang kejahatan terorganisir. 
Penelitian yang dilakukan oleh Beatrice Dian Maya Puspita Sari yang 
berjudul “Kerjasama Asean – China Melalui Asean – China Cooperative 
Response to Dangerous Drugs (ACCORD) dalam Menanggulangi Perdagangan 
Narkotika di Segitiga Emas”18 peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan tujuan memperoleh informasi dari data penelitian secara 
menyeluruh, luas, dan mendalam. Teknik analisa yang digunakan oleh peneliti 
adalah teknik analisa kualitatif. Variabel yang digunakan adalah Hubungan 
Internasional, yang menjelaskan tentang perubahan fenomena dalam kajian 
Hubungan Internasional pasca perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya 
sistem bipolar dan memberikan dampak pada konseptualisasi dan praktek 
                                                          
18 Beatrice Dian Maya Puspitasari, 2013, Kerjasama Asean – China Melalui Asean – China 
Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) dalam Menanggulangi Perdagangan 




kemanan, contohnya kerjasama ASEAN dan Tiongkok yang mengalami 
perubahan besar.  
Variabel yang kedua adalah Organisasi Internasional, sebagai aktor 
hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau 
instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, 
seperti bagaimana ASEAN berperan di Asia Tenggara dalam memerangi 
narkotika di seluruh negara-negara anggota ASEAN.  
Kerjasama Internasional, Dalam hal ini terjadi kerjasama antara ASEAN 
dengan Tiongkok dalam memberantas perdagangan narkotika yang terletak di 
Segitiga Emas dengan mendirikan sebuah operasi kerjasama yaitu ASEAN – 
China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) pada tahun 2000 
sebagai respon terhadap obat – obatan berbahaya.  
Perjanjian Internasional, dalam memberantas perdagangan narkotika yang 
terletak di Segitiga Emas dengan mendirikan sebuah perjanjian yaitu ASEAN – 
China Cooperative Response to Dangerous Drugs (ACCORD) pada tahun 2000 
sebagai respon terhadap obat-obatan berbahaya dan sebagai bukti kesungguhan 
ASEAN dan Tiongkok dalam memberantas peredaran narkotika.  
Kejahatan Terorganisir , yang menggambarkan karakteristik dari 
kejahatan narkoba sebagai kejahatan terorganisir yang ada di Golden Triangle. 
Kejahatan Transnasional yang menjelaskan tentang perkembangan kejahatan 
hingga melewati batas-batas wilayah dan menjelaskan beberapa bentuk kejahatan 
transnasional salah satunya perdagangan narkoba yang dilakukan oleh kelompok-
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kelompok kejahatan Tiongkok yang melewati batas-batas wilayah dan juga 
kelompok kejahatan yang ada di Asia Tenggara.  
Hukum Internasional , yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang 
mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara 
negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau 
subyek  hukum bukan negara satu sama lain, seperti kesepakatan kerjasama 
ASEAN-Tiongkok yaang berdasarkan kesepakatan hukum tentang hukum lintas 
batas. 
 Hasil dari penelitian ini menghasilkan latar belakang dari kerjasama 
ASEAN dan Tiongkok melalui ACCORD adalah ancaman narkotika yang bersifat 
transnasional, kebutuhan politik yang bersifat konvergen, kebutuhan sosial dan 
ekonomi domestik Tiongkok serta orang-orang dari negara-negara ASEAN, 
perbaikan secara bertahap hubungan antara Tiongkok dan negara-negara anggota 
ASEAN, secara individu dan antara Tiongkok - ASEAN secara keseluruhan, dan 
akhirnya peran pemersatu dimainkan oleh badan-badan PBB yang terkait. Hasil 
dari pelaksanaan ACCORD dalam menanggulangi perdagangan narkotikadi 
Myanmar, Thailand, dan Laos adalah memperkuat kerjasama dalam investigasi 
kriminal, mempromosikan hubungan dan meningkatkan pertukaran para ahli di 
bidang tertentu dan mendukung penelitian bersama di bidang keamanan non-
tradisional, pertemuan tahunan telah terjadi dengan otoritas pengawasan obat 
untuk menentukan kemajuan dan mengidentifikasi bidang yang menjadi perhatian 
 Adapun poin penting yang membedakan antara skripsi dari Beatrice 
dengan peneliti yaitu Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-Tiongkok 
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dalam mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah dari beragamnya 
bentuk kerjasama dalam mengatasi kejahatan terorganisir. Peneliti terdahulu 
memiliki fokus pada kerjasama dalam memberantas kejahatan narkoba, sedangkan 
peneliti selain membahas tenang kejahatan narkoba, juga membahas kejahatan 
perdagangan manusia, yang dua jenis kejahatan ini menghasilkan kerugian yang 
sama. Selain itu, peneliti juga membahas bagaimana pola organisasi kriminal 
bergerak sehingga menjadi kejahatan terorganisir transnasional. 
Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Beatrice Dian Maya 
Puspitasari dengan penelitian  Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-
Tiongkok dalam mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah 
landasan konsep Kerjasama Internasional yang menjelaskan tentang pentingnya 
kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok dalam mengatasi kejahatan terorganisir, 
terutama wilayah-wilayah yang menghasilkan jenis kejahatan perdagangan dan 
penyelundupan narkoba. Kerjasama ACCORD adalah  salah satu program 
kerjasama ASEAN dan Tiongkok dalam mengatasi kejahatan perdagangan dan 
penyelundupan narkoba yang ada di kawasan-kawasan tertentu.   
 Dalam penelitian yang ditulis oleh Ro Boy Pakpahan yang berjudul 
“Kerjasama Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional Berupa 
Drug Trafficking Di Wilayah Golden Triangle”19, peneliti terdahulu 
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisa yang digunakan adalah 
teknik analisa kualitatif, dengan cara meneliti dengan menggunakan bahan studi 
                                                          
19 Ro Boy Pakpahan, 2015, Kerjasama Asean Dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional 
Berupa Drug Trafficking Di Wilayah Golden Triangle, Skripsi, Sumatera Utara : Jurusan Hukum 
Internasional, Universitas Sumatera Utara. 
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pustaka dan data sekunder. Variabel yang digunakan adalah Hukum Internasional, 
Organisasi Internasional dan Kejahatan Internasional. 
 Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan kerjasama ASEAN meliputi 
kerjasama eksternal dan internal, dan menghasilkan sebelas kesepakatan dalam 
menanggulangi kejahatan transnasional. Kesepakatan internal berupa kesepakatan 
yang dilakukan oleh kawasan regional ASEAN melalui beberapa upaya kerangka 
ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) yang membantu setiap negara 
membentuk instrumen hukum nasional dalam memerangi perdagangan gelap 
narkoba serta dampak yang ditimbulkannya. Sementara itu, dalam konteks 
hubungan kerjasama eksternal, ASEAN menjalin kesepakatan dengan Republik 
Rakyat Tiongkok dalam menangani drug trafficking di Golden Triangle 
dituangkan dalam ASEAN-China Cooperative Response to Dangerous Drugs 
(ACCORD) dan ratifikasi plan of action ACCORD pada tahun 2005. 
 Adapun poin yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan penulis 
yaitu Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-Tiongkok dalam mengatasi 
Transnational Organized Crime (TOC) adalah peneliti terdahulu lebih 
memfokuskan kepada aspek hukum internasional yang mengatur tentang 
kerjasama regional ASEAN dan juga pihak eksternal tentang kejahatan 
transnasional sedangkan peneliti lebih kepada implementasi dari kerjasama dalam 
bidang keamanan antara ASEAN dan pihak eksternal, yaitu Tiongkok. 
Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Ro Boy Pakpahan dengan 
penelitian  Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-Tiongkok dalam 
mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah bentuk kerjasama 
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ACCORD antara ASEAN dan Tiongkok tentang kerjasama lintas kawasan dalam 
pemberantasan narkoba di kawasan Golden Triangle (Segitiga Emas) dan 
kawasan-kawasan yang menjadi jalur penyelundupan dan perdagangan narkoba. 
 Dalam penelitian yang ditulis oleh Devi Ivon Mustari yang berjudul 
“Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women 
Trafficking”20peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitik, 
yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris 
disertai argumen yang relevan. Tipe penelitin deskriptif-analitik dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang relevan 
dengan masalah yang diteliti.21 Metode deskriptif digunakan untuk 
menggambarkan fakta-fakta perkembangan women trafficking di Tiongkok dan 
bagaimana pemerintah china mengatur kebijakannya untuk menangani kasus 
women trafficking.  
Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif. Variabel 
yang digunakan adalah Konsep Kebijakan Luar Negeri, yang menjelaskan 
kebijakan luar negeri merupakan bagian dari kepentingan nasional yang 
diwujudkan melalui hubungan dengan internasional Tiongkok dalam penanganan 
women trafficking membutuhkan negara lain dalam mencapai ketertiban dan 
keamanan dalam negaranya khususnya dalam mengantisipasi masalah women 
trafficking. Konsep Transnational Organized Crime (TOC), dan Women 
Trafficking yang menjelaskan secara detail tentang karakteristik dari kejahatan 
                                                          
20 Devi Ivon Mustari, 2013, Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women 




yang melibatkan perdagangan wanita dan dielaborasikan dengan KUHP Tiongkok 
tentang trafficking.  
Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Devi Ivon Mustari dengan 
penelitian  Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-Tiongkok dalam 
mengatasi Transnational Organized Crime (TOC)  adalah jenis dari kejahatan 
transnasional yaitu peredaran dan perdagangan narkoba membuat negara 
bekerjasama dalam mengatasi kejahatan tersebut serta implementasi yang 
dilakukan. 
Hasil dari penelitian ini adalah Women trafficking  yang  terjadi  di 
Tiongkok mayoritas  merupakan bentuk mail order bride atau pengantin pesanan 
yang merupakan permintaan dari petani di daerah Yunnan.Untuk mengatasi 
masalah women trafficking, Tiongkok bergabung dengan enam negara yang 
termasuk  dalam  Greater Mekong Sub-Region yaitu Tiongkok, Cambodia, Laos, 
Vietnam, Thailand, dan  Myanmar dalam Coordinated Mekong Ministerial 
Initiative against Human Trafficking (COMMIT). Salah satu  kerangka kerja dari 
COMMIT adalah dengan melakukan kerjasama  bilateral maupun multilateral 
baik itu dengan negara maupun organisasi  internasional. Tiongkok mewujudkan 
hal itu dengan bekerja sama dengan ILO dan Vietnam dalam penanganan women 
trafficking. 
Adapun poin penting yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan 
peneliti yang mengambil “Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan 
Women Trafficking” adalah peneliti terdahulu membahas tentang kebijakan luar 
negeri dalam mengatasi women trafficking di Tiongkok dengan beberapa negara 
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seperti negara-negara berbatasan sungai Mekong di perbatasan Asia Tenggara dan 
Tiongkok saja, sedangkan peneliti selain membahas kerjasama antara negara-
negara di perbatasan Asia Tenggara, dan juga organisasi regional ASEAN. 
Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Devi Ivon Mustari dengan 
penelitian  “Kebijakan Luar Negeri China Dalam Penanganan Women 
Trafficking” adalah kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan negara-
negara Greater Mekong Sub Region Asia Tenggara. Negara-negara GMS menjadi 
kawasan dalam kejahatan perdagangan manusia, terutama perdagangan wanita 
yang dilakukan oleh para TOC, sehingga negara-negara GMS melakukan 
kerjasama dalam penanganan kejahatan cross border crime (kejahatan lintas 
batas). 
Dalam jurnal yang ditulis oleh Anna Sisca Maria Tangaran yang berjudul 
“Pemberantasan Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut Antara Amerika 
Serikat dan Kolumbia”22 , peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang 
menjelaskan gambaran tentang peredaran dan perdagangan narkoba di Amerika 
Serikat dan Kolumbia serta menjelaskan kerjasama kedua pihak dalam mengatasi 
peredaran dan perdagangan narkoba. 
Teknik analisa yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan 
berbagai sumber literature dan sumber-sumber bacaan lain untuk mendukung 
penelitian. Variabel yang digunakan adalah cross border crime (kejahatan lintas 
                                                          
22  Sisca Maria Tangaran, Pemberantasan Perdagangan Narkotika Melalui Jalur Laut Antara 
Amerika Serikat dan Kolumbia, Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol, 2 No, 3, (2014), 
Samarinda: Universitas Mulawarman, Hal. 723-736 diakses dalam http://ejournal.hi.fisip-
unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/eJournal_Anna%20Sisca%20(08-30-14-01-56-
57).pdf   (08/03/2017. 19.30 WIB) 
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batas).Hasil penelitian ini adalah kerjasama berupa Agreement Between the 
Government United States Of America and the Goverment of the Republic Of 
Colombia to Suppress Drug Illicit Traffic by Sea tahun 1997 untuk tahun 2003-
2008, serta penjelasan tentang bantuan yang Amerika Serikat kepada Kolumbia. 
Hasil dari kerjasama ini adalah penurunan signifikan dari pengedaran marijuana 
dan kokain tahun 2004.  
Adapun poin penting yang membedakan antara peneliti terdahulu dengan 
peneliti yang mengambil judul Implementasi Kerjasama Keamanan ASEAN-
Tiongkok dalam mengatasi Transnational Organized Crime (TOC) adalah peneliti 
terdahulu membahas kejahatan transnasional yang salah satunya berupa peredaran 
dan perdagangan narkoba di wilayah Amerika Serikat dan Kolumbia, sedangkan 
peneliti memilih kawasan Asia, yaitu Tiongkok dan negara-negara di Asia 
Tenggara.  
Tabel 1.1  
Tabel Posisi Penelitian 
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1.5. Teori dan Konsep 
1.5.1 Keamanan Non – Tradisional 
Secara tradisional, keamanan didefinisikan dalam istilah militer, dengan 
fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan 
nasional. Berakhirnya perang dingin telah membuka era baru dalam pemahaman 
tentang keamanan. Pasca berakhinrya perang dingin, tatanan dunia ikut merubah 
sistem internasional, yang pada awalnya bipolar menjadi multipolar23. Selain itu, 
                                                          
23    Merdianto Mangiwa, Penolakan Iran Atas Perjanjian Perdagangan Senjata Internasional 
PBB 2013, eJournal Ilmu Hubungan Internsional, Vol.2 No. 3 (2014). Hal. 701 
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terjadipula isu-isu pergeseran keamanan, dari yang bernuansa militer atau 
tradisional, kini mengarah kepada isu keamanan non tradisional. 
Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai 
hubungan konflik atau kerjasama antar negara, tetapi juga terpusat pada keamanan 
masyarakat. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses global, regional dan 
domestik membuat spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu 
negara yang bersifat lebih kompleks, karena itu isu keamanan regional dan global 
memerlukan keterlibatan aktif semua negara dalam mewujudkan ketertiban 
dunia24.   
Dengan memperhatikan perkembangan yang ada, keamanan berkembang 
lebih luas. Keamanan bukan hanya meliputi aspek militer saja, namun juga 
meliputi aspek non militer. Dalam buku Rethinking Security After the Cold War, 
Barry Buzan mengatakan bahwa militer bukan hanya satu-satunya aspek penting 
dalam keamanan, namun juga terdapat empat aspek non militer, yakni politik, 
lingkungan, ekonomi, dan sosial25 oleh karena itu disebut sebagai Keamanan non 
tradisional. Seperti halnya konsep keamanan yang mengalami pelebaran, aksi 
kejahatan pun berkembang dari masa sebelumnya. Jika masa lalu aksi kejahatan 
tidak mempunyai jaringan di negara lain, saat ini aksi kejahatan lebih 
terorganisasi dan mempunyai jaringan lintas negara. kejahatan ini lintas negara 
(transnational crime) yang disebut juga sebagai ancaman non-tradisional banyak 
macamnya. 
                                                          
24      Ibid.  
25     Ibid. Hal. 702 
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     Sebagai suatu konsep, transnational crime, aktivitas kriminal yang melewati 
batas-batas tradisional negara-diperkenalkan pada dekade 1990s. Menurut 
konvensi PBB mengenai TOC, suatu kejahatan internasional adalah26 (1 )terlibat 
lebih dari satu negara; (2) terlibat dalam satu negara, tetapi sebagian besar dari 
persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara bagian lain; 
(3)Terlibat dalam satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat 
terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal pidana di lebih dari satu negara; 
(4) Terlibat dalam satu negara tetapi memiliki efek yang cukup besar di negara 
bagian lain . 
      Di tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan 
transnasional yaitu pencucian uang, terorisme , pencurian objek seni dan 
kebudayaan, pencurian karya intelektual, perdagangan gelap tentara dan senjata, 
pembajakan pesawat, bajak laut, penipuan, kejahatan cyber , kejahatan terhadap 
lingkungan, penyelundupan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, 
penyelundupan narkoba, kecurangan, penyusupan bisnis legal, korupsi, 
penyogokan pejabat publik, dan penyogokan pejabat partai27.  
Aktor yang terlibat dalam kejahatan ini adalah Transnational 
Organized Crime (TOC). Pada penelitian ini, penulis memfokuskan kepada 
ketegori kejahatan perdagangan narkoba dan manusia . Perdagangan narkoba dan 
manusia di Asia Tenggara dan juga Tiongkok tidak lepas dari keterikatan antara 
ketidak seimbangan kondisi ekonomi, pengawasan pemerintah yang lemah serta 
peningkatan dalam perdagangan ilegal karena perkembangan sistem informasi, 
                                                          
26Anak Agung Banyu & Yanyan Mohammad Yani,  2006, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA. Hal. 12 
27 LPSK, Ibid. 
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komunikasi dan transportasi membuat batas-batas wilayah menjadi tidak terlihat, 
sehingga membuat perdagangan narkoba dan juga manusia akan terus ada.  
1.5.2 Kerjasama Internasional (International Cooperation) 
   Charles A. McCleland dalam jurnal yang berjudul The Functions of Theory 
in International Relations mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan 
alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas dan melayani 
kegiatan yang hampir tidak ada batasnya terdapat di dalam suatu kerjasama 
internasional.  Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan seperti tentang 
ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional, dalam pengumpulan dan 
penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antar gereja, profesi, 
serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain 
kegiatan yang terorganisir28. 
Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat 
yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini 
dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. 
Tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-
masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena 
kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, 
lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan29. 
Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan 
nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam 
                                                          
28 McClelland, Charles A.1960.The Function of Theory in International Relations: The   Journal 
of Conflict Resolution.  London: Sage Publication 
29 Perwita, A.A. Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 34 
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negerinya sendiri30.Kerjasama internasional dalam mengatasi kasus transnational 
crime adalah kerjasama bidang kemanan (security cooperation).  Dalam 
kerjasama bidang keamanan, aktor-aktor yang terlibat dalam 
pengimplementasiannya adalah badan-badan penegak hukum seperti Kementerian 
Kehakiman atau Kementerian Keamanan Publik. Dalam merespon kerjasama 
keamanan yang melibatkan keamanan negara lain, Badan Penegak Hukum 
negara-negara akan bekerja sama di bawah kesepakatan-kesepakatan yang telah 
disetujui dengan menyesuaikan aturan dan hukum masing-masing negara. 
Kerjasama ini diimplementasikan lewat aktivitas-aktivitas keamanan. 
Dalam kerjasama keamanan ASEAN-China Cooperation in the Field of Non 
Traditional Issues, aktivitas kerjasama internasional dalam bidang keamanan 
sesuai dengan blue print yang dilakukan untuk mengatasi TOC adalah31 : (1) 
Information Exchange; (2) Personel Exchange and Training, : (3) Law 
Enforcement Cooperation, (4) Joint Research.  
1.6. Metodologi Penelitian 
1.6.1 Jenis Penelitian  
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif. Penelitian 
deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan suatu gambaran yang terperinci 
tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan sosial. Penelitian 
deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, 
keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi serta 
                                                          
30 Ibid. Hal. 33 
31 Mou Between The Government of Member Countires of The Association of Southeast Asian 
Nations and The Government of The People’s Republic of China on Cooperation in the Field of 
Non Traditional Security Issues, 2004, Bangkok, Thailand 
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penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu, antara suatu gejala dengan 
gejala lain dalam masyarakat. 32 
1.6.2 Teknik Analisa Data 
Teknik analisa data menentukan proses pencarian, pemilahan, dan pengolahan 
data yang digunakan dalam riset. Teknik analisa data ditekankan pada dua jenis 
teknik yang berhubungan dengan pilihan jenis/tipe/metode penelitian yaitu 
deduksi dan induksi. Peneliti memakai teknik analisa data induksi yaitu data 
mengenai fenomena yang diteliti dikumpulkan, dipilah, dikelompokkan, dianalisis 
secara lengkap dan kronologis yang kemudian mempengaruhi proses 
pembentukan generalisasi sebagai hasil penelitian.33 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi 
pustaka, yaitu mencari data mengenai penelitian ini melalui berbagai media yakni 
buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, catatan, website , dan lain sebagainya, yang 
telah diolah oleh orang lain atau lemabaga yang berupa data sekunder.34 
1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 
a. Batasan Materi 
Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, peneliti memberi batasan 
materi dalam melakukan penelitian yang lebih memfokuskan pada : (1) 
perdagangan narkoba (2) perdagangan manusia. Perdagangan narkoba dan 
manusia menjadi isu permasalahan yang serius di Asia Tenggara sehingga dalam 
                                                          
32 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 27 
33 Ruli Inayah Ramadhoan, Sistematika Penulisan Research Design, diakses dalam 
http://hi.umm.ac.id/files/file/SISTEMATIKA%20PENULISAN%20RESEARCH%20DESIGN
.pptx (07/03/2017, 23.00 WIB) 
34   Rianto Adi, 2005, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 61 
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bentuk kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok terdapat kerangka kerjasama 
sendiri mengenai seperti ACCORD dalam mengatasi perdagangan narkoba dan 
juga COMMIT dalam mengatasi perdagangan manusia, 
b. Batasan Waktu 
Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tahun 2004-2009. Batasan waktu 
ini berdasarkan isi dari Mou ASEAN China Cooperation int the Field of Non 
Traditional Security Issues yang mengatakan bahwa batas kerjasama ini berlaku 
5 tahun mengikutArtikel 9 poin pertama, sehingga, sesuai dengan mulai 
ditandatangani MoU tahun 2004, tahun 2009 adalah batas kontrak kerjasama ini. 
1.7 Asumsi Dasar 
Dalam isu kejahatan transnasional, negara-negara di Asia Tenggara dan juga 
Tiongkok memiliki 2 persamaan dalam isu kejahatan transnasional, yaitu 
perdagangan narkoba dan juga manusia. Kesamaan ini dikarenakan letak 
geografis yang saling berdekatan, serta faktor-faktor seperti kondisi 
perekonomian yang tidak seimbang, serta sistem pengawasan pemerintah yang 
lemah  menjadikan Asia Tenggara dan juga Tiongkok melakukan kerjasama 
keamanan dalam mengatasi dua kejahatan ini, yang terangkum dalam 
kerjasama ASEAN China Cooperation in the Field of Non Traditional Security 
Issue. Dalam pengimplementasiannya, dalam mengatasi isu perdagangan 
narkoba, dibentuklah ASEAN China Cooperation in Response to Dangerous 
Drug (ACCORD) serta dalam mengatasi isu perdagangan manusia dibentuklah 
Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking 
(COMMIT) . Masing-masing kerjasama ini memiliki Plan of Action yang di 
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dalamnya memuat mekanisme-mekanisme dalam mengimplementasikan Plan 
of Action tersebut.  
1.8.     Sistematika Penulisan 
      Penulisan skripsi ini dibagi menjadi atas 5 bab, dimana pada tiap-tiap bab 
terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian. Secara 
sistematika penulisan ini ditulis sebagai berikut : 
BAB 1 
Pada BAB I, peneliti membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, 
teori dan konsep. Dalam teori dan konsep, peneliti memakai konsep keamanan 
non tradisional dan kerjasama internasional. BAB I juga membahas metodologi 
penelitian, beserta asumsi dasar. 
BAB II 
Pada BAB II , peneliti membahas tentang transnatonal organized crime di Asia 
Tenggara dan juga di Tiongkok. BAB II ini juga membahas situasi ancaman dari 
perdagangan narkoba dan juga perdagangan manusia di tiap-tiap negara yang 
saling berhubungan, dari Asia Tenggara menuju Tiongkok begitupula sebaliknya. 
Dari ancaman tersebut, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam 
organisasi regional ASEAN dan juga Tiongkok memutuskan untuk bekerjasama 
dalam mengatasi TOC perdagangan narkoba dan juga manusia dalam sebuah 
perjanjian yaitu ASEAN China Security Cooperation in the field of Non 





Pada BAB III, peneliti membahas tentang implementasi dari ASEAN China 
Security Cooperation in the field of Non Traditional Security Issue , dengan salah 
satu isunya adalah perdagangan narkoba (drug trafficking). Implementasi ini 
berupa dilaksanakan oleh Task Force dari Kementerian Keamanan Publik tiap 
negara yang berada di bawah intruksi dari Asean China Cooperative Response to 
Dangerous Drugs (ACCORD). ACCORD adalah kerjasama antara negara-negara 
di kawasan Asia Tenggara dan juga Tiongkok dalam mengatasi isu perdagangan 
narkoba lintas negara. 
BAB IV 
 Dalam BAB IV, peneliti membahas tentang implementasi dari ASEAN 
China Security Cooperation in the field of Non Traditional Security Issue , dengan 
salah satu isunya adalah perdagangan manusia (human trafficking). Implementasi 
ini berupa dibentuknya sebuah kerjasam khusus antara negara-negara di kawasan 
Asia Tenggara yang rawan akan perdagangan manusia yaitu negara Greater 
Mekong Sub Region seperti Vietnam, Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja dan 
Tiongkok yang tergabung dalam Coordinated Mekong Miniterial Initiative 
against Human Trafficking (COMMIT).  
BAB V 
 Dalam BAB V, peneliti membahas mengenai kesimpulan dari Kerjasaa 
Keamanan ASEAN-China Security Cooperationin the filed of Non Traditional 
Security Issues  dan juga saran yang diberikan peneliti untuk penelitian 
selanjutnya. 
